
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN 

MASALAH BERKENAAN DENGAN PERJANJIAN KERJA 

ANTARA PEMILIK APOTEK DAN APOTEKER 

(Studi Kasus di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya) 

 

SKRIPSI\ 

 

Oleh: 

Hanum Hidayati 

NIM. C72213128 

 

 

 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Fakultas Syari’ah Dan Hukum 

Jurusan Hukum Ekonomi Islam Prodi Muamalah 

Surabaya 

2017 



 

 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ABSTRAK  Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Masalah Berkenaan dengan Perjanjian Kerja Antara Pemilik Apotek dan Apoteker di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya” bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai: 1. Bagaimana Penyelesaian Masalah Berkenaan dengan Perjanjian Kerja antara Pemilik Apotek dan Apoteker di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya, 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Masalah Berkenaan dengan Perjanjian Kerja antara Pemilik Apotek dan Apoteker di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya. Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian lapangan (field research) yang memfokuskan pada permasalahan yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul diolah dengan teknik editing dan organizing, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menjabarkan permasalahan dan penyelesaian masalah berkenaan dengan perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker. Sesudah itu dianalisis menggunakan pola pikir deduktif. Fakta mengenai penyelesaian masalah berkenaan dengan perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya tersebut dinilai dengan menggunakan hukum Islam sebagai rujukan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Penyelesaian masalah berkenaan dengan perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni pertama, apoteker mengundurkan diri tanpa memberitahukan kepada pemilik apotek 3 (tiga) bulan sebelumnya dan tanpa mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti untuk diajukan kepada pemilik apotek; kedua, pemilik apotek mengenakan sejumlah penalty dua kali gaji biaya training atas pengunduran diri apoteker tersebut. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh apoteker dan pemilik apotek di atas tidak sesuai dengan Al-Qur’an, yaitu surat Al-Ma>idah ayat 1 karena keduanya sama-sama melanggar perjanjian, yang mana apoteker telah melanggar pasal 5 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Apotek Nomor 96, sedangkan pemilik apotek melanggar  pasal 2 Pendahuluan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Apotek. Akan tetapi, pemilik apotek bersikeras mengenakan sejumlah penalty dua kali gaji biaya training, maka apoteker tetap membayar penalty tersebut kepada pemilik apotek, agar permasalahan itu cepat terselesaikan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, kepada pemilik apotek dan apoteker disarankan untuk mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati, dalam pengenaan penalty kepada apoteker haruslah sesuai dengan awal kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam klausul perjanjian yakni berupa penggantian biaya training sejumlah Rp. 2.480.000 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Demikian pula dalam hal pengunduran diri apoteker wajib memberitahukan kepada pemilik apotek secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya dan mencari apoteker pengelola apotek pengganti. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Apotek K-24 Kebonsari Surabaya merupakan apotek Komplit yang 

beroperasi 24 jam yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dalam mendapatkan kemudahan mencari obat, jasa pengiriman 

obat dan konsultasi dengan apoteker. Sebagai sarana pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat, apotek berfungsi sebagai tempat pembuatan, pengelolaan, 

peracikan, penyimpanan obat.1 

Apoteker merupakan pihak yang memiliki izin untuk menjalankan 

profesinya sebagai apoteker. Apoteker bisa menjalin kerjasama dengan 

pemilik apotek, seperti yang terjadi di apotek K-24 Kebonsari Surabaya, 

untuk melakukan pekerjaan pengelolaan apotek. 

Para pihak, yakni pihak pemilik apotek K-24 Surabaya dan pihak 

apoteker, telah sepakat dan saling mengikatkan diri dalam membuat, 

menempatkan, melaksanakan dan mematuhi perjanjian kerja tentang 

pengelolaan apotek. Apoteker bekerja serta mengikatkan diri, untuk perjanjian 

kerja ini berlaku sejak ditandatangani dan kontak kerja apoteker yang berlaku 

selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak 26 maret 2014.2 Apabila salah satu 

pihak bermaksud melakukan pengakhiran atau pengunduran diri perjanjian 

                                                           
1 Apotek-K-24, “Apotek K-24 Sobat Sehat Kita-Kita”, dalam http://www.apotek-K24.com, 

diakses pada 6 April 2017. 
2 Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Apotek Nomor 96. 
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2 

 
 

wajib memberitahukan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya dan agar 

apoteker dapat mecari apoteker pengganti yang mengundurkan diri tersebut.3 

Dalam prakteknya timbul permasalahan karena pemilik apotek 

mengeluarkan perintah kepada apoteker untuk meracik obat tanpa resep dari 

dokter serta di dalam komposisi obat terdapat salah satu zat yang diketahui 

mengandung psikotropika. 

Pihak apoteker, keberatan untuk memenuhi perintah tersebut karena 

pembuatan obat yang mengandung zat psikotropika harus menyertakan resep 

dari dokter.4 Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

1997 tentang Psikotropika, dalam pasal 14 penyerahan psikotropika oleh 

apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan dilaksanakan 

berdasarkan resep dokter. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 

tentang Kefarmasian pasal 24 dinyatakan bahwa dalam melakukan Pekerjaan 

Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, apoteker dapat 

menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas 

resep dari dokter sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.5 

Sebagai kelanjutan dari keberatan untuk memenuhi perintah tersebut, 

apoteker memilih mengundurkan diri. Pengunduran diri pihak apoteker dinilai 

oleh pemilik apotek sebagai tindakan melalaikan perjanjian kerja karena 

pengunduran diri pihak apoteker mestinya dilakukan setelah yang 

bersangkutan memberitahukan kepada pihak pemilik apotek secara tertulis 3 

                                                           
3 Asri Yulianti, Wawancara, Surabaya, 6 April 2017. 
4 Marsheila Devianti, Wawancara, Surabaya, 8 April 2017. 
5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kefarmasian. 
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(tiga) bulan sebelumnya dan apoteker mencari Apoteker Pengelola Apotek 

pengganti kepada pihak pemilik apotek. Untuk itu pemilik apotek memberi 

penalty sebesar dua kali gaji biaya training.6 

Dalam fakta yang disajikan di atas terungkap adanya permasalahan 

yang berkenaan dengan pekerjaan yang melanggar Peraturan Perundang-

undangan, yakni peracikan obat tanpa resep dokter. Sementara itu dalam 

norma hukum Islam setiap orang pada dasarnya terikat dan wajib untuk 

mematuhi perjanjian atau akad yang sudah dijalin. Sesuai firman Allah dalam 

Al-Qur’an surah Al-Ma>idah ayat 1, yang berbunyi: 

وۡفُواْ بٱِلۡعُقُودِ 
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ   ١يََٰٓ

 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."7 

 

Di samping itu pihak-pihak yang menjalin akad atau perjanjian dapat 

melakukan perdamaian dengan syarat tidak melanggar ketentuan. Hal ini 

dijelaskan dalam hadits Nabi SWT riwayat, Imam Al-Tirmidzi dari ’Amr bin 

‘Auf Al-Muzani: 

سْلِمِيَْ إِلا  بَ يَْ  الَصُّلْحُ جَائزِ  
ُ
سْلِمُوْنَ عَلَى, أَحَلا حَراَمًا أَوْ  حَرامَ حَلَالً  صُلْحًا اْلم

ُ
 وَاْلم

 أَحَلا حَراَمًا أَوْ  حَرامَ حَلَالً  شَرْطاً إِلا  هِمْ طِ  شُرُوْ 
 

“Perdamaian itu boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka 

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram.”8 

                                                           
6 Asri Yulianti, Wawancara, Surabaya, 6 April 2017. 
7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Naladana, 2004), 141. 
8 At-Tirmidzi, Sunan at–Tirmidzi, terj. Muhammad Nasruddin al-Albani (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2006), 110. 
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Fakta terhadap penyelesaian masalah yang berkenaan dengan 

perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di apotek K-24 Kebonsari 

Surabaya yang telah disajikan diatas menarik untuk dikaji karena tampak 

kurang berselaras jika dihadapkan dengan norma hukum Islam. Namun 

demikian, dalam rangka memahami secara lebih detail masalah tersebut perlu 

dilakukan kajian secara cermat, dan karena itulah maka penelitian ini 

diselenggarakan. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan 

diatas, bisa diidentifikasikan masalah yang perlu dikaji sebagai berikut: 

1. Isi perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di apotek K-24 

Kebonsari Surabaya. 

2. Deskripsi masalah yang terjadi dalam perjanjian kerja antara pemilik 

apotek dan apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya. 

3. Penyelesaian masalah yang diambil berkenaan dengan perjanjian kerja 

antara pemilik apotek dan apoteker di apotek K-24 Surabaya. 

4. Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian masalah berkenaan dengan 

perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di apotek K-24 

Kebonsari Surabaya. 

Dari beberapa masalah yang sudah diiidentifikasi tersebut, penulis 

membatasi penelitian ini hanya pada dua masalah saja, yaitu: 
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1. Penyelesaian masalah berkenaan dengan perjanjian kerja antara pemilik 

apotek dan apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya. 

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian masalah berkenaan dengan 

perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di apotek K-24 

Kebonsari Surabaya. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut maka masalah yang akan penulis bahas 

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penyelesaian masalah berkenaan dengan perjanjian kerja antara 

pemilik apotek dan apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian masalah 

berkenaan dengan perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di 

apotek K-24 Kebonsari Surabaya? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seputar 

masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan 

dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau 

penelitian yang sudah ada. Dalam penelusuran yang penulis lakukan, sejauh 

yang penulis ketahui tentang penelitian yang topiknya berkenaan dengan 

perjanjian kerja, diantaranya adalah: 
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Ruwiyati, yang hasilnya dirangkum dalam 

karya skripsi pada tahun 2010, dengan judul “Studi Akad Ija>rah terhadap 

Perjanjian Kerja antara TKI dengan PJTKI PT. Amri Margatama cabang 

Ponorogo”. Penelitian tersebut bertolak dari dua rumusan masalah. Pertama 

tentang Akad Perjanjian Kerja antara TKI dengan PJTKI PT Amri 

Margatama cabang Ponorogo. Kedua studi akad Islam mengenai Perjanjian 

Kerja antara TKI dengan PJTKI PT Amri Margatama cabang Ponorogo. 

Kesimpulan yang di dapat dalam skripsi ini adalah, Pertama bahwa hanya 

pihak TKI dan PJTKI PT Amri Margatama saja yang mengikatkan diri 

dalam perjanjian kerja, tidak dengan pihak majikan. Tetapi pihak majikan 

memberi kuasa pada PJTKI PT Amri MArgatama untuk mencarikan TKI 

sesuai kreteria, serta bentuk perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis 

dibawa oleh pihak PJTKI PT Amri. Para TKI tidak diberi hak untuk 

memegang perjanjian kerja yang telah di buat. Kedua, ditinjau dari hukum 

Islam bahwa perjanjian kerja antara TKI dan PJTKI PT Amri tidak sesuai 

dengan syarat sahnya ija>rah.9 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Burhan yang hasilnya dirangkum 

dalam karya skripsi tahun 2015, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Karyawan di Toko Buku Toga Mas 

Margorejo Surabaya”. Penelitian tersebut bertolak dari dua rumusan 

masalah. Pertama tentang mekanisme kontrak kerja karyawan di toko buku 

Toko Buku Toga Mas Margorejo Surabaya. Kedua tinjauan hukum Islam 

                                                           
9 Ruwiyati, “Studi Akad Ijarah terhadap Perjanjian Kerja antara TKI dengan PJTKI di PJTKI PT. 

Amri Margatama cabang Ponorogo”. (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 59. 
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terhadap mekanisme kontrak kerja karyawan di toko buku Toga Mas 

Margorejo Surabaya. Kesimpulan yang didapat adalah, Pertama bahwa 

pihak kedua (Manager Toko Buku Toga Mas Margorejo Surabaya) telah 

menyetujui semua klausul perjanjian yang terdapat pada kontrak kerja 

karyawan di toko buku Toga Mas Margorejo Surabaya. Kedua, bahwa 

menurut hukum Islam, syarat rukun sewa-menyewa atau ija>rah sudah sesuai 

dengan syarat dan rukun suatu perjanjian dalam Islam dan tidak ada 

larangan syara’ yang menghalanginya.10 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Ariyanti yang hasilnya dirangkum 

dalam karya skripsi tanun 2010, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Asuransi Jiwa (Studi 

Kasus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kantor Cabang 

Syariah Purwokerto”. Penelitian tersebut bertolak dari dua rumusan 

masalah. Pertama tentang Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian 

Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Syariah 

Purwokerto. Kedua tinjauan hukum Islam terhadap Penyelesaian 

Wanprestasi pada Perjanjian Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 

Kantor Cabang Syariah Purwokerto. Kesimpulan yang didapat adalah. 

Pertama, bahwa pihak asuransi dalam menyelesaikan kasus wanprestasi 

pada Perjanjian Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Kantor Cabang 

Syariah Purwokerto yaitu dengan cara damai dan kekeluargaan, masa 

leluasa atau masa tenggang yang diberikan oleh pihak asuransi, mitra bisnis 

                                                           
10 Faisal Burhan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Karyawan di Toko 

Buku Tuga Mas Margorejo Surabaya” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 62. 
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atau sistem yang berlaku pada peserta yang dinilai cukup baik dalam 

perjanjian asuransi. Kedua bahwa menurut norma hukum Islam 

Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Asuransi Jiwa Bersama Bumi 

Putera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto tersebut penyelesaiannya 

sudah sesuai dengan hukum dan syariat Islam.11 

Walaupun ketiga penelitian tersebut mengenai permasalahan perjanjian 

kerja seperti penelitian yang akan penulis lakukan, namun penelitian penulis 

tidak merupakan pengulangan atas apa yang sudah dikaji dalam ketiga 

penelitian diatas. 

Penulis akan meneliti dua rumusan masalah. Pertama, Penyelesaian 

Masalah Berkenaan dengan Perjanjian Kerja antara Pemilik Apotek dan 

Apoteker di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya. Kedua, Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Penyelesaian Masalah Berkenaan dengan Perjanjian Kerja antara 

Pemilik Apotek dan Apoteker di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan diatas, penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk: 

1. Mengetahui penyelesaian masalah berkenaan dengan perjanjian kerja antara 

pemilik apotek dan apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya. 

                                                           
11 Ika Ariyanti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Masalah Wanprestasi pada 

Perjanjian Asuransi Jiwa (Studi Kasus pada Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Kantor Cabang 

Syariah Purwokerto” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 85. 
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2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian masalah 

berkenaan dengan perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di 

apotek K-24 Kebonsari Surabaya. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka 

hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

1. Menambah Khazanah keilmuan dalam hukum Islam khususnya 

penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perjanjian kerja (Manfaat 

Teoritis). 

2. Acuan bagi pekerja dan pengusaha dalam menjalin perjanjian kerja yang 

sesuai dengan hukum Islam (Manfaat Praktis). 

 

G. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud: 

1. Hukum Islam adalah ketentuan hukum Islam tentang ija>rah yang bersumber 

dari Al-Qur’an dan Hadits serta jabarannya dalam hasil ijtihad para ahli 

hukum Islam. 

2. Penyelesaian Masalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  pertama, 

tindakan apoteker mengundurkan diri tanpa memberitahukan secara tertulis 

3 (tiga) bulan sebelumnya dan tanpa mencari Apoteker Pengelola Apotek 

pengganti. Kedua, tindakan pemilik apotek mengenakan penalty sejumlah 

dua kali gaji biaya training atas pengunduran diri apoteker tanpa 
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memberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya dan tanpa mencari Apoteker 

Pengelola Apotek pengganti. 

3. Perjanjian Kerja adalah perjanjian yang dilakukan oleh pemilik apotek dan 

apoteker apotek K-24 Kebonsari Surabaya yang telah dibuat dan 

ditandatangani, Bertanggal 19 Maret 2014 yang disebut Perjanjian 

pendahuluan Kerjasama Pengelolaan Apotek dan pada hari Rabu 26 Maret 

2014 yang disebut Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Apotek. 

4. Apotek, apotek K-24 Kebonsari Surabaya disini adalah Apotek Komplit 24 

Jam yang merupakan suatu perseroan komanditer yang didirikan berdasar 

hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 55 

tanggal 24 Agustus 2011 oleh selaku direktur perseroan, yang pendiriannya 

untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk mendapat kemudahan 

mencari obat, dan yang bekerjasama dengan apoteker pengelola apotek 

untuk konsultasi dan menjalankannya perjanjian kerja. 

5. Apoteker adalah pihak yang menjalin kerjasama dengan pemilik apotek K-

24 Kebonsari Surabaya untuk menjalankan profesi sebagai apoteker dan 

melakukan pekerjaan pengelolaan apotek. 

 

H. Metode Penelitian 

Aspek-aspek yang digunakan dalam sub bab “Metode Penelitian” ini 

berkenaan dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, data yang dikumpulkan, 

sumber data, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data sebagai 

berikut: 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

memfokuskan pada permasalahan yang terjadi di lapangan (Apotek K-24 

Kebonsari Surabaya). Penulis memilih penelitian ini karena penulis 

mendapatkan permasalahan dalam penyelesaian masalah perjajian kerja 

antara pemilik apotek dan apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya 

yang dikira kurang sesuai jika di hadapkan dengan hukum Islam. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya 

yang beralamat di Jalan Manunggal No. 9A Surabaya. 

3. Data yang Dikumpulkan 

Dalam rangka menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini akan 

dikumpulkan data tentang: 

a. Perjanjian pendahuluan kerjasama pengelolaan apotek K-24 Kebonsari 

Surabaya. 

b. Perjanjian kerjasama tentang pengelolaan apotek K-24 Kebonsari 

Surabaya. 

c. Segi-segi Kefarmasian yang tidak boleh dilanggar berkaitan dengan 

peracikan obat dan kerja apoteker. 

d. Masalah perjanjian kerja yang terjadi antara pemilik apotek dan 

apoteker di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya. 
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e. Penyelesaian yang diambil antara pemilik apotek dan apoteker di 

Apotek K-24 Kebonsari Surabaya berkenaan dengan masalah perjanjian 

kerja. 

4. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa 

sumber, baik primer maupun skunder antara lain: 

a. Sumber Data Primer 

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Pemilik Apotek K-24 Kebonsari Surabaya. 

2) Apoteker Apotek K-24 Kebonsari Surabaya. 

3) Dokumen perjanjian pendahuluan kerjasama pengelolaan Apotek K-

24 Kebonsari Surabaya. 

4) Dokumen perjanjian kerjasama tentang pengelolaan Apotek K-24 

Kebonsari Surabaya. 

5) Segi-segi Kefarmasian yang tidak boleh dilanggar berkaitan dengan 

peracikan obat dan kerja apoteker. 

b. Sumber Data Sekunder 

Adapun yang menjadi sumber data skunder dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Mushaf Al-Qur’an 
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2) Terjemah Al-Qur’an, oleh Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-

Qur’an (LPMQ) Kementrian Agama Republik Indonesia, di ketuai 

oleh Muhammad Shohib. 

3) Sunan At-Tirmidzi, karya Imam Tirmidzi. 

4) Sunan Ibnu Majah, karya Ibnu Majah. 

5) Shahih Bukhari, karya Imam Bukhari. 

6) Al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-Zuhaily, 

diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. 

7) Ensiklopedi Hukum Islam, karya Abdul Azis Dahlan. 

8) Fiqh Muamalah, karya Rachmat Syafe’i. 

9) Fiqih Sunnah, karya Sayyid Sabiq. 

10) Fiqih Sehari-hari, karya Saleh Al-Fauzan. 

11) Fiqh Muamalat, karya Nasrun Harun. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung dengan 

cara mengamati langsung mengenai permasalahan dan penyelesaian 

berkenaan perjanjian kerja, kemudian mencatat hal-hal yang penting dan 

dilakukan dalam penelitian ini. 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

14 

 
 

b. Wawancara 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 

apoteker dan pemilik apotek. Wawancara dilakukan secara sistematis 

yaitu mempergunakan daftar wawancara yang telah dipersiapkan secara 

cermat untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah 

penelitian.12 

c. Dokumentasi 

Dilakukan untuk memperoleh data tentang Perjanjian 

pendahuluan kerjasama pengelolaan apotek K-24 Kebonsari Surabaya 

dan Perjanjian kerjasama tentang pengelolaan apotek K-24 Kebonsari 

Surabaya. 

6. Teknik Pengolahan Data 

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-

sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama 

dari segi kelengkapannya, untuk memeriksa kembali data-data yang 

telah diperoleh. 

b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam 

penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah 

direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.13 

 

 

                                                           
12 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193. 
13 Andi Prastowo, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 201.  
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7. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

data deskriptif, yaitu dengan menjabarkan data-data tentang permasalahan 

dan penyelesaian masalah berkenaan dengan perjanjian kerja antara pemilik 

apotek dan apoteker di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya. Sesudah 

dianalisis secara deskritif dilanjutkan dengan menggunakan pola pikir 

deduktif, yaitu dengan meletakkan norma hukum Islam sebagai rujukan 

dalam menilai fakta khusus mengenai penyelesaian masalah berkenaan 

dengan perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di Apotek K-24 

Kebonsari Surabaya. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Dari hasil penelitian ini akan dituangkan dalam laporan berbentuk 

karya ilmiah skripsi dengan sistematika yang mencakup lima bab, sebagai 

berikut: 

Bab pertama memuat hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan 

penelitian. Hal-hal tersebut dituangkan dalam sub bab yang terdiri dari: latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian 

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, sub bab pertama berisi tentang “Perjanjian Kerja Ija>rah 

dalam hukum Islam” berisi uraian tentang pengertian perjanjian kerja ija>rah, 

dasar hukum perjanjian kerja ija>rah, rukun dan syarat sahnya perjanjian kerja 
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ija>rah, berakhirnya ija>rah”. Uraian sub bab kedua berisi tentang “Profesi 

Pekerjaan Kefarmasian dalam Hukum Positif” berisi uraian tentang pengertian 

pekerjaan kefarmasian, macam–macam pekerjaan kefarmasian, fungsi tenaga 

kefarmasian dan undang–undang menyangkut tenaga kefarmasian. 

Bab ketiga, menyajikan tentang “Deskripsi Masalah Perjanjian Kerja di 

Apotek K-24 Kebonsari Surabaya”. Deskripsi sub bab pertama, dimulai 

dengan Profil Apotek K-24 Kebosari Surabaya. Sub bab kedua memuat 

Perjanjian Kerja antara Pemilik Apotek dan Apoteker di Apotek K-24 

Kebonsari Surabaya, yang meliputi deskripsi masalah yang muncul dan 

deskripsi penyelesaian masalah berkenaan dengan perjanjian kerja antara 

pemilik apotek dan apoteker di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya. 

Selanjutnya, pada bab keempat berisi tentang analisis terhadap 

penyelesaian perjanjian kerja antara pemilik apotek dan apoteker di Apotek K-

24 Kebonsari Surabaya dan tinjauan hukum Islam penyelesaian masalah 

perjanjian kerja antara apotek dan apoteker di Apotek K-24 Kebonsari 

Surabaya.  

Bab kelima yang merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan 

saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini, disambung dengan daftar 

pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

IJĀRAH DALAM HUKUM ISLAM DAN PEKERJAAN KEFARMASIAN 

DALAM HUKUM POSITIF 

 

A. Perjanjian Kerja (Ija>rah) dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Perjanjian Kerja (Ija>rah) 

Menurut etimologis, ija>rah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-

‘iwadh artinya ganti atau kompensasi.1 Oleh karena itu dalam syariat Islam, 

akad ija>rah diartikan sebagai suatu jenis akad perjanjian jasa atau tenaga. 

Dalam fiqih muamalah, ija>rah mempunyai dua pengertian yaitu: 

a. Perjanjian sewa-menyewa barang. 

b. Perjanjian sewa-menyewa jasa atau tenaga.2 

Pengertian ija>rah yang berupa perjanjian kerja diistilahan dengan 

perjanjian untuk melakukan pekerjaan.3 Ija>rah yang berupa perjanjian kerja, 

merupakan perjanjian dengan orang-orang tertentu untuk mengerjakan 

pekerjaan-pekerjaan khusus bagi seorang atau beberapa orang tertentu.4 

Perjanjian kerja dalam syari’at Islam digolongan pada perjanjian jasa 

untuk melakukan pekerjaan. Dalam istilah hukum Islam pihak yang 

                                                           
1 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 13 (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1987), 7. 
2 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka setia, 2001), 122. 
3 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar 

Grafika, 1994), 154. 
4 Ahmad Azar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, ija>rah dan Syirkah (Jakarta: Al-Ma’arif, 1987), 

31. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

18 

 

 

melakukan pekerjaan disebut dengan mu’ajir  (pemilik usaha), sedangkan 

musta’jir (pekerja), ma’qud ‘alaih (objek akad).5  

Ada beberapa definisi ija>rah yang dikemukakan oleh para ulama fiqih 

sebagai berikut6: 

a. Ulama Hanafiyah, ija>rah adalah: 

 عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعِوَض  
 

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.” 

b. Ulama Syafi’iyah, ija>rah adalah: 

 

فَعَة  مَقْصُوْدَة   عَقْدٌ عَلَى باَحَةِ بِ  مَعْلُوْمَة   مَن ْ  عِوَض  مَعْلُوٍْ  مُبَاحَة  قاَبلَِة  للِْبَذْلِ وَالِْْ
 

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu 

dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan 

pengganti tertentu.” 

 

c. Ulama’ Malikiyah dan Hanabilah, ija>rah adalah: 

 

 ض  وْ عَ بِ  ة  مَ وْ لُ عْ مَ  ة  د  مُ  اح  بَ مُ  ء  يْ شَ  عِ افِ نَ مَ  كُ يْ لِ تَْ 
 

“Pemilikan manfaat yang mubah dalam waktu tertentu dengan 

imbalan.”7 

 

Dalam kitab yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili, yakni al-Fiqh al-

Islam Wa-adillatuhu yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, 

dikemukakan bahwa secara bahasa maupun istilah ija>rah adalah menjual 

manfaat. Oleh karena itu Madzab Hanafi mengatakan bahwa ija>rah adalah 

akad atas manfaat disertai ganti atau imbalan.8 

                                                           
5 Helmi Karim, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 34. 
6 Ibid., 121. 
7 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), 113-114. 
8 Wahabah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid v 

(Jakarta: Gema Insani, 2011), 240. 
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2. Dasar Hukum Perjanjian Kerja (Ija>rah) 

Dasar hukum ija>rah terdapat dalam firman Allat Swt. dalam Al-

Qur’an, Hadis serta pendapat para ulama sebagai berikut: 

a. Surat Al-Ma>idah ayat 1, yang berbunyi: 

هَا يُّ
َ
أ ِينَ  يََٰٓ ِ  ٱلَّذ وۡفوُاْ ب

َ
حِلذتۡ لكَُم بهَِيمَةُ  ٱلعُۡقُودِ  ءَامَنُوٓاْ أ

ُ
نعََٰۡمِ أ

َ
إلَِّذ مَا يُتۡلَََٰ عَليَۡكُمۡ غَيَۡۡ  ٱلۡۡ

يۡدِ مُُلَِِِ  ٌۗ إنِذ  ٱلصذ نتُمۡ حُرُم 
َ
َ وَأ   ١يََۡكُمُ مَا يرُيِدُ  ٱللّذ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”9 

 

b. Surat Al-Isra’ ayat 34, yang berbunyi: 

 ِ وۡفوُاْ ب
َ
  ٣٤ولَّ  كََنَ مَسۡ  ٱلۡعَهۡدَ إنِذ  ٱلۡعَهۡدِ  وَأ

“Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung 

jawabannya.”10 

 

c. Surat At-Taubah ayat 105, yang berbunyi: 

ْ  وَقلُِ  ُ فسََيََۡى  ٱعۡمَلوُا َٰلمِِ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  وَ  ۥعَمَلَكُمۡ وَرسَُولُُ  ٱللّذ  يۡبِ ٱلۡغَ وسََتَُُدُّونَ إلَََِٰ عَ

هََٰدَةِ وَ    ١٠٥فَيُنبَِئُِكُم بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ  ٱلشذ

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 

akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib 

dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah 

kamu kerjakan.”11 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Naladana, 2004), 141. 
10 Ibid., 389. 
11 Ibid., 273. 
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d. Surat Az-Zuhruf ayat 32, yang berbunyi: 

هُمۡ 
َ
عيِشَتَهُمۡ فِِ  أ ةِ يَقۡسِمُونَ رحََۡۡتَ رَبِكََِۚ نََۡنُ قَسَمۡنَا بيَۡنَهُم مذ َۚ  ٱلَۡۡيَوَٰ نۡيَا هُمۡ وَرَفَعۡنَ  ٱلدُّ ََ عۡ ََ ا 

ا يََۡمَعُونَ  ٌۗ وَرحَۡۡتَُ رَبِكَِ خَيۡۡٞ مِِمذ ا ا سُخۡريِِ   َ ََعۡ هُم  َُ ََعۡ تَذخِذَ  ََعۡضٖ دَرَجََٰتٖ لِِّ   ٣٢فوَۡقَ 

“Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 

dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian 

yang lain berupa derajat, agar mereka dapat mempergunakan yang 

lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 

kumpulkan.”12 

 

e. Surat Al-Qasas ayat [28] : 27, yang berbunyi: 

نكِحَكَ إحِۡدَى  قاَلَ 
ُ
نۡ أ
َ
ريِدُ أ

ُ
ٓ أ تۡمَمۡتَ  ٱبنۡتََذ إنِِِّ

َ
جُرَنِِ ثمَََٰنَِِ حِجَجٖ  فإَنِۡ أ

ۡ
ن تأَ

َ
َٰٓ أ هََٰتَيِۡۡ عََلَ

شُقذ عَليَۡكََۚ سَتَجِدُنِّٓ إنِ شَاءَٓ 
َ
نۡ أ
َ
ريِدُ أ

ُ
ا فَمِنۡ عِندِكَ  وَمَآ أ ُ عَشۡۡ  َٰلحِِيَۡ مِنَ  ٱللّذ   ٢٧ ٱلصذ

Berkatalah Dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud 

menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas 

dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu 

cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, 

Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan 

mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik”.13 

 

Di samping Al-Quran dasar hukum ija>rah juga terdapat dalam 

Hadis Rasulullah, yaitu: 

a. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah saw bersabda: 

تَ نَا وَهْبُ بْنُ سَعِيْدِ بْنُ أحَدَثَ نَا  مَشْقِيُّ حَد  ِِي ةَ الَّ لَمِيُّ الْعَب اسِ بْنُ الْوَليِدِ الدِّ  عَ

لَ رَسُوْلله حَدَثَ نَا عَبْدُ الر حَْْنْ بْنُ زَيْدِ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الله بْنُ عُمَرَ قاَلَ : قاَ

رَ أَجْرَهُ قَ بْلَ أَنْ يََِف  صَلَى اللُه عَلَيْهِ وَسَل مَ أعِْوُْا الَْ    عَرَقهُُ  ررواه ابن ماجه جِي ْ

                                                           
12 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya…, 706. 
13 Ibid., 547. 
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Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad 

Dimasyqi berkata, telah meneritakan kepada kami Wahb bin Sa’id 

bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 

Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin 

Umar ia berkata Rasulullah saw bersabda: “Berikanlah upah atau 

jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat 

mereka.” (Hadits Riwayat Ibnu Majah)14 

 

b. Dasar hukum Ijma’ 

Semua umat bersepakat bahwa tidak ada seorang Ulama’ pun 

yang membantah tentang kebolehan ija>rah, sekalipun ada beberapa 

orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak 

diperhitungkan.15 

3. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Kerja (Ija>rah) 

Para Ulama’ berbeda pendapat tentang rukun ija>rah, sebagai berikut: 

a. Menurut ulama Hanafiyah. rukun ija>rah adalah ija>b dan qabu>l.16 

b. Adapun menurut ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah bahwa 

rukun ija>rah terdiri atas mu’ajir (pemilik usaha), musta’jir  (pekerja), 

ma’qud ‘alaih (objek akad), dan s}ighat, (ija>b qabu>l).17 

Adapun syarat orang yang berakad adalah kedua belah pihak yang 

melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal 

dan dapat membedakan. Demikian pula orang yang mabuk dan orang yang 

kadang hilang ingatan, maka tidak sah melakukan ija>rah ketika ia dalam 

                                                           
14 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid II (Beirut: Da>r al-Fikr, 1419), 817. 
15 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah 13, 11. 
16 Wahabah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani…, 387. 
17 Helmi Karim, Fiqih Muamalah…, 34. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

22 

 

 

keadaan sakit.18 Jika seseorang yang berakad gila atau anak kecil yang belum 

dapat membedakan, maka akadnya menjadi tidak sah pula.19 

Ulama’ Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang 

yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang sudah 

mumayyiz (sudah dewasa) boleh melakukan akad ija>rah. Namun apabila 

seseorang anak mumayyiz melakukan akad ija>rah terhadap harta atau 

dirinya, maka akad tersebut dianggap sah dan apabila disetujui oleh 

walinya.20 

Akan tetapi imam Syafi’i dan Hambali berpendapat satu syarat, yaitu 

baligh. Perjanjian sewa-menyewa dilakukan oleh orang yang belum dewasa 

menurut mereka adalah tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan 

untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (berakal).21 

Menurut jumhur ulama, rukun ija>rah itu ada empat, sebagai berikut: 

a. Dua orang yang berakad adalah pemilik usaha dengan pekerja. Terdiri atas 

mu’jir, dan musta’jir.22 

b. S}ighat, yaitu ija>b qabu>l 

Dalam si{ghat al aqd atau yang biasa dikenali dengan ija>b qabu>l, 

akan terlihat motif seseoang. Tujuan akad (maudu al aqd) dalam ekonomi 

Islam merupakan suatu bentuk pembelajaran kepada diri para pelaku 

                                                           
18 Helmi Karim, Fiqih Muamalah..., 35.  
19 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah 13…, 11. 
20 Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah..., 232. 
21 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam…, 53. 
22 Helmi Karim, Fiqh Mu'amalah..., 34 
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bisnis untuk selalu mengedepankan intregritas. Karena transaksi dalam 

bisnis Islam bertujuan untuk kemashlahatan dunia dan akhirat.23 

c. Ujrah (upah) 

Jasa (objek yang dijadikan sasaran yang berwujud imbalan dalam 

berija>rah disebut mauqud alaih). Imbalan atau upah yang diberikan 

disyaratkan pada harga dalam ija>rah, yaitu harus suci, juga upah harus 

merupakan sesuatu yang bermanfataat. 

Upah juga harus dapat diserahkan sehingga tidak sah upah dalam 

bentuk burung di udara. Juga disyaratkan upahnya dapat diketahui oleh 

kedua pelaku akad. Upah dalam ija>rah harus jelas, tertentu dan sesuatu 

yang memiliki nilai ekonomi.24  

d. Manfaat 

Manfaat dari suatu jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.25 

Dalam ija>rah disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut: 

Syarat sah ija>rah menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam 

bukunya al-Fiqih al-Islam Wa-Adillatuhu, menjelaskan bahwa syarat sah 

ija>rah berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad 

itu sendiri.26 Diantaranya adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                           
23 Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Kencana, 2013), 133. 
24 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., 232. 
25 Wahabah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu, terj. Abdul Hayyie al-kattani…,  387. 
26 Ibid., 390. 
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a. Kerelaan kedua pelaku akad 

Orang-orang yang berakad, disyaratkan mu’jir dan musta’jir 

adalah baligh, berakal, cakap melakukan tas}yaruf (mengendalikan 

harta) dan saling merindhoi. Syarat ini diterapkan sebagaimana Firman 

Allah SWT, Q.S An-Nisa ayat 29, yang berbunyi: 

هَا يُّ
َ
أ ِينَ  يََٰٓ ِ  ٱلَّذ َٰلَكُم بيَۡنَكُم ب مۡوَ

َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
ن تكَُونَ  ٱلۡبََٰطِلِ ءَامَنُواْ لََّ تأَ

َ
ٓ أ إلَِّذ

نفُسَكُمَۡۚ إنِذ 
َ
َ تجََِٰرَةً عَن ترََاضٖ مِِنكُمَۡۚ وَلََّ تَقۡتُلُوٓاْ أ ا  ٱللّذ  كََنَ بكُِمۡ رحَِيم 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka 

sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”27 

 

b. S}ighat, ija>b qabu>l yaitu ija>b mengenai isi perjanjian kerja maupun upah 

mengupah. Syarat s}ighat antara lain28: 

a) Harus terang pengertiannya 

b) Harus bersesuaian antara ija>b dan qabu>l 

c) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang  bersangkuan. 

d) Ujrah (upah) disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah 

pihak baik dalam upah-mengupah. 

e) Upah ditentukan sebelum pekerjaan dilakukan 

f) Adanya kesepakatan antara pekerja dan majikan 

g) Butir-butir kesepakatan dibuat secara tertulis. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi: 

                                                           
27 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya…, 107. 
28 Hasbi Ash-Shidsieqi, Pengantar Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Pustaka Putra, 1997), 29. 
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هَا يُّ
َ
أ ِينَ  يََٰٓ سَمِّ  فَ  ٱلَّذ جَلٖ مُّ

َ
َۚ ءَامَنُوٓاْ إذَِا تدََاينَتُم بدَِينٍۡ إلَََِٰٓ أ كۡۡتُب وَلَّۡ  ٱكۡتُبُوهُ

 ِ   ٢٨٢ ٱلۡعَدۡلِ بذيۡنَكُمۡ كََتبُُِۢ ب
 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara 

kamu menuliskannya dengan benar.”29 

  

Syarat-syarat ija>rah menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh 

Sunnah, menjelaskan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 

sebuah perjanjian diantaranya sebagai berikut30: 

a. Objek tidak menyalahi hukum Islam yang disepakati adanya 

Bahwa perjanjian yang diakdakan oleh para pihak bukanlah 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang 

melawan hukum Islam, sebab perjanjian yang bertentangan dengan 

ketentuan hukum Islam adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak 

ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan 

perjanjian tersebut, atau apabila perjanjian itu merupakan perbuatan 

yang melawan hukum, maka perjanjian diadakan dengan sendirinya 

batal demi hukum. 

b. Harus sama ridha dan ada pilihan 

Bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah 

didasarkan pada kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak, atau 

dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-

                                                           
29 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., 59. 
30 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah 13…, 198-199. 
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masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak 

yang satu kepada pihak yang lain. 

c. Objek harus jelas dan gamblang 

Bahwa apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas, tidak 

samar dan tersembunyi tentang apa yang menjadi isi perjanjian, 

sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara 

para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan.31 

Kewajiban pekerja adalah akibat ikatan hukum yang 

mengharuskan pihak pekerja berbuat, memberikan sesuatu dan 

melakukan perbuatan atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan 

hubungan dan perjanjian kerja.  

Islam memerintahkan untuk selalu menghormati dan 

menjalankan perjanjian dan perikatan yang telah disepakati, kecuali 

bila perjanjian tersebut mengandung kemaksiatan dan melanggar 

undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana asas 

kebebasan.32 

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad. Azh-Zhahiriyah 

berpendapat, secara prinsip akad itu terlarang sampai ada dalil yang 

membolehkannya.33 Menurut hukum Islam ditegaskan dalam hadits 

Nabi SWT riwayat, Imam Al-Tirmidzi dari ’Amr bin ‘Auf Al-Muzani: 

                                                           
31 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13…, 178-179. 
32 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Kerja dan Ketenagakerjaan  (Jakarta: Aku bisa, 2012), 

298. 
33 Wahabah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani…, 513. 
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َّْلِمِيَْْ إِل   الَصُّلْحُ جَائزٌِ 
ُ
ا بَ يَْْ اْلم َّْلِمُوْنَ , أَحَل  حَراَم ا أَوْ  حَر ٍَ حَلَال   صُلْح 

ُ
وَاْلم

 أَحَل  حَراَم ا أَوْ  حَر ٍَ حَلَال   شَرْط ا إِل   هِمْ طِ  شُرُوْ  عَلَى
 

“Perdamaian itu boleh dilakukan di antara kaum muslimin 

kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan 

syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang 

halal atau menghalalkan yang haram.”34 

 

Jika suatu perjanjian kerja tidak mengandung kemaksiatan dan 

tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, 

maka seorang pekerja wajib mentaati perjanjian tersebut, karena 

hukum menepati janji adalah perintah yang sangat jelas dalam Al-

Qur’an Q.S Al-Ma>idah ayat 1 dan Q.S Al-Isra’ ayat 34, yang berbunyi: 

وۡفُواْ بٱِلۡعُقُودِ 
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ   ١يََٰٓ

 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”35 

(Q.S Al-Ma>idah: 1) 

 

 ِ وۡفُواْ ب
َ
  ٣٤ولَّ  كََنَ مَسۡ  ٱلۡعَهۡدَ إنِذ  ٱلۡعَهۡدِ  وَأ

 

“Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung 

jawabannya.”36 (Al-Isra’: 34) 

 

Dapat dipahami ayat Al-Qur’an di atas, bahwa kewajiban untuk 

senantiasa menepati perjanjian dan kesepakatan yang telah ditentukan 

antara pekerja maupun pengusaha. 

 

                                                           
34 At-Tirmidzi, Sunan at–Tirmidzi, ter. Muhammad Nasruddin al-Albani (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2006), 110. 
35 Ibid., 141. 
36 Ibid., 389. 
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4. Macam-macam Ija>rah 

Dilihat dari segi obyeknya, akad ija>rah dibagi ada dua macam, yaitu 

ija>rah yang bersifat manfaat dan ija>rah yang bersifat pekerjaan (jasa). 

Adapun macam-macam ija>rah  adalah sebagai berikut: 

a. Ija>rah yang bersifat manfaat (sewa) 

Ija>rah atas manfaat umpamanya adalah dimana menyewakan 

sesuatu yang bermanfaat, seperti menyewa rumah, menyewakan 

kendaraan, toko, pakaian dan lain sebagainya. Dimana manfaat itu 

dibolehkan oleh ketentuan syara’ untuk digunakan maka ulama fiqih 

membolehkan dijadikan objek sewa-menyewa.37 

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tercapai 

sedikit demi sedikit mengikuti muncul adanya objek akad, yaitu manfaat. 

Hal itu karena manfaat tersebut diambil secara sedikit demi sedikit. 

Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, hukum ija>rah 

tercapai sekeika ketika akad. Adapun masa ija>rah dianggap ada dengan 

secara hukmi, seakan-akan ia adalah barang yang berwujud.38 

Ija>rah ini mempunyai tiga syarat yaitu yang pertama, upah harus 

spesifik atau sudah diketahui. Kedua barang yang disewakan terlihat oleh 

kedua pelaku akad sehingga tidak sah ija>rah rumah atau mobil yang belum 

dilihat oleh kedua pelaku akad, kecuali jika keduanya telah melihatnya 

sebelum akad dalam waktu yang biasanya barang tersebut tidak berubah. 

                                                           
37 Wahabah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani…, 412. 
38 Ibid., 386. 
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Ketiga, ija>rah tidak boleh disandarkan pada masa mendatang, seperti 

rumah pada bulan depan atau tahun depan.  

b. Ija>rah yang bersifat pekerjaan (jasa) 

Ija>rah atas pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan 

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Ija>rah seperti ini 

menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, 

seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. 

Ija>rah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti mengaji, seorang 

pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat yaitu seseorang atau 

menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. 

Pembagian akad ijarah menurut Ulama Syafi’iyah dibagi menjadi 

dua macam, yaitu ija>rah ‘ain (penyewaan barang) dan ija>rah dhimmah 

(penyewaan tanggung jawab). 

1) Ija>rah ‘ain (penyewaan barang) adalah ija>rah atas manfaat barang 

tertentu, seperti rumah dan mobil. Dalam ija>rah ini disyaratkan 

upahnya harus jelas, obyek akad diketahui pelaku akad, dan akad tidak 

boleh disandarkan pada masa mendatang. 

2) Ija>rah dhimmah (penyewaan tanggung jawab) merupakan ija>rah yang 

berkaitan dengan tanggung jawab orang yang menyewakan. Seperti 

menyewakan binatang tanggungan atau mobil yang memiliki sifat 

tertentu untuk mengantarkannya ke tempat tertentu atau pada watu 

tertentu, atau melakukan pekerjaan tertentu seperti membangun 

bangunan atau menjahit dan sebagainya. Dalam ija>rah ini terdapat dua 
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syarat, yaitu upah harus dibayar dengan kontan dimajelis akad, harus 

jelas spesifikasi obyek akad.39 

5. Pembatalan dan Berakhirnya Perjanjian Kerja (Ija>rah) 

Dalam Islam, perjanjian kerja ada kalanya berjalan seiring dengan isi 

perjanjian tersebut, namun tidak menutup kemungkinan perjanjian kerja 

yang telah dibuatnya dapat batal atau berakhir, akan tetapi pembatalan 

perjanjian dengan alasan/dasar yang kuat. 

Para ulama’ menyatakan bahwa akad ija>rah akan berakhir apabila 

terjadi karena hal-hal berikut ini: 

a. Objek ija>rah hilang atau musnah, seperti mengalami kelainan jiwa, 

sehingga kemampuannya menjadi hilang. 

b. Munculnya cacat yang sebelumnya tidak ada pada kemampuan, suka lupa 

atau pikun.40 

c. Menurut ulama’ Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena 

akad ija>rah, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama’, 

akad ija>rah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad.  

d. Ija>rah juga habis dengan adanya pengguguran akad (Iqalah). Pengunduran 

diri. 

e. Ija>rah habis dengan sebab habisnya masa ija>rah kecuali karena uzur  

(halangan), karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas tertentu maka ia 

dianggap habis ketika sampai pada batasnya itu.41 

                                                           
39 Wahabah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani..., 418. 
40 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 13..., 161. 
41 Wahabah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani…, 431. 
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Secara umum tentang pembatalan perjanjian kerja (ija>rah) dapat 

dilakukan apabila : 

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir 

Suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu 

maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara 

otomatis batallah perjanjian yang telag diadakan para pihak. 

Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dlaam ketentuan hukum 

yang terdapat dalam Al-Qur’an surah At-Taubah Ayat 4, yang berbunyi: 

ِينَ  إلَِّذ  َٰهَدتُّم مِِنَ  ٱلَّذ وآْ ثُمذ لمَۡ ينَقُصُوكُمۡ شَيۡ  ٱلمُۡشۡۡكِيَِۡ عَ تمُِّ
َ
ا فأَ حَد 

َ
َٰهِرُواْ عَليَۡكُمۡ أ َٰ ا وَلمَۡ يُ

تهِِمَۡۚ إنِذ  َ إلَِّۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إلَََِٰ مُدذ   ٤ ٱلمُۡتذقيَِۡ يَُبُِّ  ٱللّذ

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan 

perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu 

pun (dari isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu 

seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu 

penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertakwa.”42 

 

Dapat dipahami ayat di atas, bahwa kewajiban untuk memenuhi 

perjanjian itu berlaku sampai batas waktu telah ditentukan. Dengan 

demikian setelah berlalunya waktu yang ditentukan maka perjanjian 

berakhir dengan sendirinya. 

 

 

 

                                                           
42 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya…, 253. 
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b. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan 

Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan menyimpang dari 

apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan 

perjanjian tersebut. 

Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak 

apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan 

adalah didasarkan kepada ketentuan Al-Qur’an surah At-Taubah Ayat 7, 

yang berbunyi: 

ِينَ إلَِّذ  َٰهَدتُّمۡ عِندَ  ٱلَّذ ْ فَمَا  ٱلَۡۡرَامِ   ٱلمَۡسۡجِدِ عَ ْ لكَُمۡ فَ  ٱسۡتَقََٰمُوا َ لهَُمَۡۚ إنِذ  ٱسۡتَقيِمُوا بُّ يَُِ  ٱللّذ
  ٧ ٱلمُۡتذقيَِۡ 

 

“Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu 

berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertakwa”.43 

 

Dari ketentuan ayat di atas, bahwa apabila salah satu pihak tidak 

berlaku lurus, maka pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang 

telah disepakati. 

c. Jika ada bukti kelancaran dan bukti pengkhianatan (penipuan) 

Apabila salah satu pihak melakukkan sesuatu kelancangan dan ada 

bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap 

apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat 

dibatalkan oleh pihak yang lainnya. 

                                                           
43 Ibid., 254. 
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Dasar hukum ini dapat dipedoman ketentuan yang terdapat dalam 

Al-Qur’an surat Al-Anfal Ayat 58, yang berbunyi: 

ا َٰ سَوَاءٍٓ  إنِذ  ٱنۢبذِۡ تََاَفَنذ مِن قوَۡمٍ خِيَانةَ  فَ  وَإِمذ َ إلَِّۡهِمۡ عََلَ   ٥٨ ٱلَۡۡائٓنِيَِۡ لََّ يَُبُِّ  ٱللّذ
 

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari 

suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka 

dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berkhianat”.44 

 

Berdasarkan ayat di atas, perjanjian itu dapat dibatalkan apabila 

ada suatu bukti pengkhianatan. 

Adapun prosedur pembatalan perjanjian kerja adalah terlebih 

dahulu kepada pihak yang bersangkutan dalam perjanjian terlebih dahulu 

diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan 

berakhir. Hal ini tentunya juga diberitahu alasan pembatalannya. Agar 

pihak yang bersangkutan mempunyai waktu untuk menghadapi resiko 

pembatalan. 

 

B.  Pekerjaan Kefarmasian dalam Hukum Positif 

1. Pengertian Pekerjaan Kefarmasian 

Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian 

mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan 

pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas 

                                                           
44 Ibid., 249. 
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resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan 

obat dan obat tradisional.45 

Pekerjaan kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, 

keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan, serta keselamatan 

pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang 

memnuhi standard dan persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan. 

2. Macam-macam Tenaga Kefarmasian 

Tenaga kefarmasian dibagi menjadi apoteker, asisten apoteker dan 

ahli madya (A.Md): 

a. Apoteker 

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker 

dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, dan seseorang yang 

mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, baik di 

apotek, rumah sakit, industry, pendidikan, dan bidang lain yang berkaitan 

dengan bidang kefarmasian. 

b. Asisten Apoteker 

Asisten Apoteker adalah tenaga kesehatan yang berijasah sekolah 

menengah farmasi jurusan farmasi politeknik kesehatan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.46 

 

 

                                                           
45 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. 
46 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Asisten Apoteker. 
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c. Ahli Madya Farmasi (A.Md) 

Ahli Madya Farmasi merupakan gelar vokasi yang diberikan 

kepada lulusan program pendidikan diploma 3. Penyandang gelar A.Md 

memiliki ketrampilan praktis dan teoritis. 

Pada proses belajarnya hamper seluruh mata kuliah pada program 

D3 ini memiliki komposisi 30% teori dan 70% praktek. Pengajar para 

program D3 minimum bergelar S2.47 

3. Fungsi Tenaga Kefarmasian 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, Pekerjaan 

Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan 

farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau 

penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, 

pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat 

tradisional.48 

a. Apoteker 

Beberapa pekerjaan apoteker adalah sebagai berikut: 

1) Melayani resep dokter sesuai dengan tanggung jawab dan standar 

profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat serta melayani 

penjualan obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. 

2) Memberi informasi yang berkaitan dengan penggunaan/ pemakaian 

obat yang diserahkan kepada pasien. Penggunaan obat secara tepat, 

                                                           
47 Kementrian, “Kementerian Kesehatan Republik Indonesia”, dalam http:// KEMENKES.go.id, 

diakses pada 10 Juli 2017. 
48 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. 
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aman dan rasional atas permintaan masyarakat. Informasi yang 

diberikan harus benar, jelas dan mudah dimengerti serta cara 

penyampaiannya disesuaikan dengan kebutuhan, etika, bijaksana dan 

hati-hati. Informasi yang diberikan kepada pasien sekurang-kurangnya 

meliputi: cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu 

pengobatan, makanan/ minuman dan aktifitas yang hendaknya 

dihindari. 

3) Menghormati hak pasien dan menjaga kerahasiaan identitas serta data 

kesehatan pribadi pasien. 

4) Melakukan pengelolaan apotek meliputi : pembuatan, pengelolaan, 

peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan 

penyerahan obat dan bahan obat. Pengadaan, penyimpanan, dan 

penyerahan sediaan farmasi lainnya. Pelayanan informasi mengenai 

sediaan farmasi.49 

Dalam pekerjaannya, seorang apoteker juga memiliki 

wewenang antara lain dapat meyerahkan obat keras, narkotika dan 

psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam pengelolaan apotek, apoteker senantiasa harus memiliki 

kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, 

mengambil keputusan yang tepat, sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, apotek harus dikelola oleh seorang apoteker 

                                                           
49 Ibid. 
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yang professional. Dalam menjalankan praktik kefarmasian pada 

fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar 

pelayanan kefarmasian. 

b. Ahli Madya Farmasi 

Pelaksana pelayanan kesehatan di bidang farmasi. Pelaksana 

produksi sediaan farmasi, pelaksanaan pendistribusian dan pemasaran 

sediaan farmasi. Penyuluh dan sumber informasi kesehatan dibidang 

farmasi. Pelaksana pengumpulan dan pengolahan data untuk penelitian 

dan Pelaksana pengelolaan obat. 

4. Ketentuan dalam Bidang Kefarmasian 

Sesuai dengan tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 

2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yaitu memberikan perlindungan kepada 

pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan menetapkan sediaan farmasi 

dan jasa kefarmasian, mempertahankan dan menigkatkan mutu 

penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian, serta untuk memberikan kepastian 

hukum bagi pasien, masyarakat dan tenaga kefarmasian.50  

Menurut Peraturan perundang-undangan yang menyangkut apotek, 

pekerjaan kefarmasian, Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tetang Psikotropika, antara lain: 

a. Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 108 Ayat 1 

disebutkan bahwa pekerjaan kefarmasian meliputi pembuataan termasuk 

pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, 

                                                           
50 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. 
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penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, 

pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat 

tradisional. Meracik obat merupakan salah satu bentuk pelayanan obat 

atas resep dokter. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh 

tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

b. Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan 

Kefarmasian Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa, pelayanan kefarmasian di 

apotek hanya dapat dilakukan apoteker. jadi, meracik obat adalah 

wewenang apoteker.51 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan 

Kefarmasian Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: “Pekerjaan Kefarmasian 

adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, 

pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran 

obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan 

informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat 

tradisional.” Menyimpan dan menyerahkan narkotika dan psikotropika 

merupakan salah satu bentuk pelayanan obat atas resep dokter. 

Selanjutnya, diperkuat lagi dengan Pasal 24 (c) yang menyatakan bahwa 

dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan 

kefarmasian, Apoteker dapat menyerahkan obat keras, narkotika dan 

                                                           
51 Ibid. 
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psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Berdasarkan buku Pengelolaan Narkotika dan Psikotropika di Apotek 

yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, bahwa ruang 

lingkup pengelolaan narkotika dan psikotropika di apotek meliputi52 : 

1) Perencanaan 

Tujuan perencanaan untuk mendapatkan perkiraan jenis dan 

jumlah narkotika dan psikotropika yang di butuhkan. Langkah-langkah 

dalam perencanaan, sebagai berikut : 

a) Memilih/ menyeleksi narkotika dan psikotropika, guna menentukan 

jenis narkotika dan psikotropika sesuai kebutuhan pasien. 

b) Memperkirakan kebutuhan narkotika dan psikotropika. 

c) Menentukan jenis narkotika dan psikotropika sesuai kebutuhan 

pasien. 

2) Pengadaan 

Tujuan pengadaan untuk menjamin ketersediaan jenis dan 

jumlah narkotika dan psikotropika sesuai kebutuhan pasien pada 

waktu yang tepat. Langkah-langkah pengadaan, yakni membuat surat 

pesanan narkotika dan psikotropika dengan kreteria yang asli, ditanda 

tangani oleh Apoteker di apotek. 

 

                                                           
52 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Buku Pedoman Pengelolaan Narkotika dan Psikotropika 
di Apotek (Jawa Timur: 2010), 7. 
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3) Penerimaan 

Tujuan penerimaan untuk memastikan kebenaran narkotika dan 

psikotropika sesuai dengan surat pesanan. Langkah-langkah 

penerimaan, yakni menerima narkotika dan psikotropika dan 

memeriksa narkotika dan psikotropika meliputi kesesuaian isi faktur 

dengan surat pesanan, kesesuaian bentuk sediaan bahan aktif kemasan, 

nomor batch, tanggal kedaluarsa.53 

4) Pelayanan 

Pelayanan obat narkotika dan psikotropika di apotek meliputi: 

penerimaan resep, pengecekan keabsahan dan kebenaran, peracikan, 

penyerahan dan pemberian informasi obat. 

Pelayanan narkotika dan psikotropika kepada pasien 

berdasaarkan resep dokter. Tujuannya adalah untuk menjamin dan 

memastikan bahwa narkotika dan psikotropika yang diterima pasien 

memenuhi kreteria tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat 

penggunaan, dan waspada terhadap efek samping obat. 

Langkah-langkah pelayanan narkotika dan psikotropika kepada 

pasien sebagai berikut54: 

a) Memeriksa keabsahan dan kelengkapan resep meliputi nama, 

alamat, dan surat izin praktek, nama, umur dan alamat pasien, 

                                                           
53 Ibid., 9. 
54 Ibid., 13-14. 
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tanggal dan nomor resep, nama dan jumlah obat serta tanda tangan 

dokter. 

b) Menyiapkan/ meracik sesuai yang tertulis pada resep. 

c) Memriksa kembali kesesuaian obat yang akan diserahkan kepada 

pasien dengan resep. 

d) Menyerahkan narkotika dan psikotropika serta memberikan 

informasi tentang cara pemakaian, waktu pemakaian, kemungkinan 

terjadinya efek samping obat dan cara mengatasi apabila terjadi 

efek samping. 

5) Untuk penyaluran dan penyerahan narkotika dan psikotropika di 

apotek terdapat pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 yang 

menyebutkan : 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 

Dalam Pasal 12 tentang penyaluran, ayat 2 (b): 

2. Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

hanya dapat dilakukan oleh Pedagang besar farmasi kepada 

pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan 

sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, dan lembaga 

penelitian dan/atau lembaga pendidikan. 

 

Langkah-langkah penyaluran narkotika dan psikotropika 

meliputi, memeriksa keabsahan dan kelengkapan surat pesanan. 

Menyiapkan jenis dan jumlah narkotika dan psikotropika sesuai surat 

pesanan. Memeriksa kembali kesesuaian narkotika dan psikotropika 

yang akan dengan surat pesanan. Menyerahkan narkotika dan 
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psikotropika kepada pemesan dengan bukti tanda terima yang ditanda 

tangani oleh penerima.55 

Dalam Pasal 14 tentang penyerahan, ayat 1, 2, 4, 5 dan 6: 

1. Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 hanya dapat dilakukan 

oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan 

dokter. 

 

2. Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan 

kepada: apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai 

pengobatan, dokter, dan pengguna/pasien. 

 

4. Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, 

puskesmas dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter. 

 

5. Penyerahan psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal : 

a. Menjalankan praktek terapi dan diberikan melalui 

suntikan 

b. Menolong orang sakit dalam keadaan darurat 

c. Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada 

apotek. 

d. Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diperoleh dari 

apotek.”  

 

Menurut Undang-Undang Psikotropika, apotek merupakan 

salah satu sarana kesehatan tempat penyaluran dan penyerahan 

psikotropika berdasarkan resep dokter. Tenaga kesehatan yang 

berwenang mutlak untuk menyerahkan psikotropika berdasarkan resep 

dokter di apotek adalah apoteker.56 

                                                           
55 Ibid., 10-11. 
56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 
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BAB III 

DESKRIPSI MASALAH PERJANJIAN KERJA DI APOTEK K-24 

KEBONSARI SURABAYA 

 

A. Profil Apotek K-24 

1. Sejarah Apotek K-24  

Apotek Waralaba Nasional yang menyediakan kebutuhan obat-

obatan, baik obat bebas maupun obat resep, dan alat kesehatan. Apotek K-

24 dikelola oleh PT. K-24 Indonesia membuka gerai pertamanya di Jalan 

Magelang, Yogyakarta. pada tanggal 24 Oktober 2002.  Apotek K-24 hadir 

dengan 5 (lima) jaminan pasti: Buka 24 Jam, setiap hari harga sama, hanya 

menjual obat Asli, Layanan Konsultasi Apoteker Gratis, dan tersedia 

Layanan Antar. Konsep ini dinilai sangat dibutuhkan sehingga mampu 

diterima dengan baik oleh masyarakat. Dalam waktu 15 tahun ini, Apotek 

K-24 telah hadir lebih dari 370 Gerai yang tersebar di 24 Provinsi 

Kabupaten/Kota, serta satu cabang di Timor leste.1 

Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2011, Ir. Asri Yulianti selaku 

Pemilik Apotek K-24 Kebosari Surabaya mulai bergabung dengan Apotek 

K-24 dengan membuka gerai resmi yang beroperasi di Jl. Manunggal No. 9A 

Surabaya.2 Di tengah persaingan usaha, pemilihan Apotek K-24 sendiri 

adalah dapat dikatakan peluang bisnis yang luar biasa Apotek K-24 dapat 

                                                           
1Apotek-K-24, “Apotek K-24 Sobat Sehat Kita-Kita”, dalam http://www.apotek-K24.com, diakses 

pada 7 Juni 2017. 
2 Asri Yulianti, Wawancara, Surabaya, 19 Juni 2017. 
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diterima di masyarakat luas. Di sisi lain Apotek K-24 adalah apotek asli 

Indonesia yang pertama kali diwaralabakan, mempunyai ‘corporate culture’ 

dan strategi bisnis yang cocok untuk masyarakat Indonesia. Melalui sistem 

yang berformat bisnis waralaba ini Apotek K-24 saat ini telah menjadi merek 

nasional dan diharapkan akan menjadi pemimpin pasar bisnis Apotek di 

Indonesia. 

2. Visi dan Misi Apotek K-24 

Visi dan Misi Apotek K-24 Kebonsari Surabaya3: 

a. Visi berdirinya Apotek K-24 adalah: 

1) Menjadi pemimpin pasar bisnis apotek di Negara Republik Indonesia, 

meliputi apotek jaringan waralaba yang menyediakan ragam obat yang 

komplet, buka 24 jam termasuk hari libur yang tersebar diseluruh 

Indonesia. 

2) Menjadi merek nasional kebanggaan bangsa Indonesia yang menjadi 

berkat dan bermanfaat bagi masyarakat, karyawan-karyawati, dan 

pemilik. 

b. Misi Apotek K-24 adalah : 

1) Menyediakan pilihan obat yang komplet, setiap saat, dengan harga 

sama pada hari biasa dan hari libur. 

2) Menyediakan kulaitas pelayanan yang prima yakni, Apotek K-24 

senantiasa mempelajari dan mengusahakan peningkatan kualitas 

                                                           
3 Asri Yulianti, Wawancara, Surabaya, 19 Juni 2017. 
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Pemilik Apotek 

pelayanan untuk memaksimalkan tingkat kepuasan para pelanggan dan 

penerima waralaba. 

3. Struktur Organisasi Apotek K-244 

Struktur organisasi merupakan unsur yang paling penting bagi 

perusahaan. Mekanisme kerja atau operasional kegiatan perusahaan dapat 

berjalan baik apabila struktur organisasinya jelas. Pengorganisasian 

bertujuan agar tugas dan tanggung jawab tenaga kerja dapat dilaksanakan 

dengan lancar dan tertib sehingga tercipta hubungan yang baik antara tenaga 

kerja. Dengan demikian dapat memperlancar tercapainya tujuan perusahaan. 

Berikut struktur organisasi Apotek K-24 Kebonsari Surabaya: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Struktur Organisasi Apotek K-24 Kebonsari Surabaya 

                                                           
4 Ibid. 

Apoteker Pengelola Apotek 

Apoteker Pendamping  

Pengelola 

Asisten 

Apoteker 

Bagian 

Administrasi 

Bagian 

Akaunting 

Kasir Bagian Umum 
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Adapun tugas masing-masing dalam struktur organisasi apotek K-24 

adalah sebagai berikut5: 

a. Pemilik Sarana Apotek (PSA). Tanggung Jawabnya meliputi: 

1) Mewakili perusahaan dalam beragam kegiatan non-teknis kefarmasian. 

2) Melakukan rekuritmen, bila perlu pemberi waralaba akan membantu. 

3) Menentukan kebijakan kepegawaian menurut ketentuan pemberi 

waralaba. 

4) Mengusahakan tercapainya target kinerja sesuai dengan proyeksi 

keuangan. 

5) Memantau persaingan dan melaporkan kepada pemberi waralaba. 

6) Bersama pemberi waralaba merencanakan startegi pemasaran. 

b. Apoteker Pengelola Apotek (APA), Tanggung Jawabnya meliputi: 

1) Mengelola Keuangan, Mengelola Kepegawaian, Pengendalian Stok, 

Filing. 

2) Membuat laporan secara periodic (bulanan) ke dinas kesehatan dan 

BPOM. 

3) Mewakili institusi Apotek K-24 dalam berbagai acara pelatihan, 

seminar, dan lain-lain. 

c. Apoteker Pendamping Pengelola(APP), Tanggung Jawabnya meliputi: 

1) Membantu Apoteker Pengelola Apotek merencanakan stock opname. 

2) Mengatur adanya meeting bulanan serta jadwal karyawan. 

                                                           
5 Ibid. 
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3) Menerima pendelegaian tugas dari Apoteker Pengelola Apotek (APA) 

apabila APA sedang tidak bisa melaksanakan tugasnya. 

d. Asisten Apoteker (AA), Tanggung Jawabnya meliputi: 

1) Melayani penjualan obat, baik melalui telepon atau fax. 

2) Bersama APA atau APP bertanggung jawab dalam pembelian obat 

antar apotek. 

3) Menerima barang dari supplier serta melakukan cek Expired Date (ED) 

dan Batch Number sesuai dengan faktur. 

4) Membantu melakukan entry data pembelian. 

5) Mengupdate kartu stock. 

6) Merekap resep. 

e. Bagian Administrasi, Tanggung Jawabnya meliputi6: 

1) Memeriksa laporan penjualan harian kasir. 

2) Menyiapkan keperluan uang tunai, baik untuk modal kasir, modal 

tukar, maupun untuk kas besar apotek. 

3) Melakukan setoran ke bank. 

4) Memeriksa email. 

5) Melakukan pembayaran atas pembelian. 

6) Melakukan penggantian atas pengeluaran-pengeluaran kasir. 

7) Melakukan kegiatan operasional keuangan harian apotek. 

8) Memeriksa pembayaran kas bank dari program. 

                                                           
6 Ibid. 
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9) Melakukan penagihan piutang ke pelanggan atau instansi. 

10) Menerima pelunasan atau pembayaran piutang pelanggan. 

f. Bagian Akunting, Tanggung Jawabnya meliputi: 

1) Mengambil bukti-bukti dari bagian penjualan, pembelian, dan 

keuangan. 

2) Memeriksa keabsahan bukti-bukti dari bagian penjualan, pembelian, 

dan keuangan. 

3) Mencetak laporan jurnal harian. 

4) Memeriksa jurnal dengan bukti terlampir. 

5) Membuat jurnal dan bukti-bukti pembelian, penjualan, dan keuangan.  

6) Membuat rekonsiliasi Bank. 

7) Membuat Cash Flow (Arus Kas) dan analisa umur piutang. 

8) Posting ke buku besar dan membuat laporan keuangan. 

g. Kasir, Tanggung Jawabnya meliputi: 

1) Menerima pembayaran tunai/ Card/ Kredit dari pelanggan. 

2) Menerima retur dari pelanggan. 

3) Membuat lapoan transaksi per-shift. 

h. Bagian Umum, Tanggung Jawabnya meliputi: 

1) Membersihkan sampah, lantai, jendela, dan etalase, membuang 

sampah dan merapikan kardus obat. 

2) Pemeliharaan sarana dan prasarana (kendaraan, AC, kipas angin, 

genset, emergency Lamp, ruang dokter, kamar mandi, dan lain lain. 

3) Pengiriman dan penjemputan pesanan. 
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B. Perjanjian Kerja antara Pemilik Apotek dan Apoteker K-24 Kebonsari Surabaya 

1. Deskripsi Masalah yang Muncul dalam perjanjian kerja antara pemilik 

apotek dan apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya 

 

Hak dan kewajiban dapat timbul dari adanya suatu perjanjan kerja 

yang dibuat para pihak ataupun yang telah ditentukan oleh Undang-undang. 

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan suatu 

perikatan, yang mana perikatan merupakan isi dari suatu perjanjian. Jadi 

perikatan yang telah dilaksanakan para pihak dalam suatu perjanjian, 

memberikan tuntutan pemenuhan hak dan kewajiban terhadap pelaksanaan 

isi dari perjanjian. 

Khususnya perjanjian kerja antara apoteker dan pemilik apotek untuk 

pengelolaan Apotek K-24 Kebonsari Surabaya. Dalam pendirian apotek 

harus melampirkan akta perjanjian kerjasama antara pemilik apotek dan 

apoteker yang berisi semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang 

disepakati kedua belah pihak. 

Dalam pelaksanaan perjanjian ini, para pihak telah setuju dan 

mufakat untuk membuat, menetapkan, melaksanakan dan mematuhi 

persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pendahuluan 

pengelolaan apotek dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Lingkup Perjanjian, bahwa pihak pertama (pemilik apotek) telah 

menunjuk pihak kedua (apoteker) sebagai Apoteker Pengelola Apotek 

(APA) Apotek K-24 Kebonsari yang berlokasi di Jl. Manunggal No. 9 A, 

Jambangan Surabaya. Serta dalam perjanjian kerjasama melengkapi 
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perijinan (Surat Ijin Praktek Apoteker/ SIPA) dan dokumen-dokumen lain 

yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pihak pertama (pemilik 

apotek) akan memberikan jasa profesi dan tunjangan kepada pihak kedua 

(pemilik apotek) yang akan dicantumkan dalam perjanjian kerjasama 

dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian. 

b. Jangka Waktu Perjanjian, perjanjian berlaku sejak ditandatanganinya 

Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Apotek 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak 26 maret 2014 dan dapat diperpanjang berdasarkan 

kesepakatan tertulis di antara para pihak. Dimengerti dan disepakati oleh 

para pihak, dan apabila pihak kedua (apoteker) mengundurkan diri 

sebelum jangka waktu dalam perjanjian ini, maka pihak kedua (apoteker) 

bersedia dan wajib mengganti biaya training kepada pihak pertama 

(pemilik apotek) sejumlah Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan 

puluh ribu rupiah).7 

c. Berakhirnya Perjanjian: 

1) Perjanjian ini dapat diakhiri dalam hal: 

a) Salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya dan/atau 

melakukan pelanggaran berasarkan perjanjian ini 

b) Surat ijin apotek atas nama apoteker pengelola apotek dicabut oleh 

instansi/ penjabat yang berwenang karena adanya pelanggaran 

peraturan perundang-undangan di bidang farmasi. 

                                                           
7 Pasal 1 dan 2 Perjanjian Pendahuluan Kerjasama Pengelolaan Apotek. 
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c) Apoteker berhalangan ,menjalankan tugasnya lebuh dari 2 (dua) 

tahun berturut-turut atau meninggal dunia 

2) Pihak yang bermaksud melakukan pengakhiran perjanjian wajib 

memberitahukan kepada pihak yang lain secara tertulis 3 (tiga) bulan 

sebelumnya, dimana pemilik apotek dapat melanjutkan pengelolaan 

apotek maka apoteker wajib mendapatkan apoteker pengelola apotek 

pengganti yang disepakati para pihak.8 

d. Serta dalam pelaksanaan perjanjian sepakat berpedoman pada syarat dan 

ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam: 

1) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

2) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan 

Kefarmasian 

3) Peraturan Menteri Kesehatan No. 917/Menkes/Per/X/1993 tentang 

Wajib Daftar Obat 

4) Peraturan Menteri Kesehatan No. 919/Menkes/Per/1993 tentang 

Pedagang Besar Farmasi (PBF), serta peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.9 

Perjanjian kerjasama pemilik apotek dengan apoteker apotek K-24 

Kebonsari Surabaya dilakukan dengan perjanjian tertulis yang dibuat di 

hadapan notaris. Perjanjian kerjasama dalam jangka waktu 3 tahun 

terhitung sejak tanggal 26 maret 2014 penandatanganan perjanjian 

                                                           
8 Pasal 5 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Apotek Nomor 96. 
9 Pasal 1 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Apotek Nomor 96. 
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kerjasamanya dan berakhir sesuai dengan jangka waktu yang sudah 

disepakati. 

Permasalahan timbul pada saat pemilik apotek memberi perintah 

untuk meracik obat tanpa resep dokter serta dalam komposisi obat 

terdapat zat yang mengandung psikotropika. Pihak apoteker menolak 

perintah tersebut dengan memilih mengundurkan diri dari pekerjaannya 

tanpa memberitahukan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya dan 

tanpa mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti yang akan diajukan 

kepada pihak pemilik apotek. 

Seperti yang diungkapkan oleh Marsheila Devianti, apoteker 

pengelola apotek K-24 Kebonsari Surabaya yang bekerja sejak 26 Maret 

2014 sebagai berikut: “Pada saat itu pemilik apotek memerintahkan saya 

untuk meracik obat tanpa resep dokter serta dalam komposisi obat 

terdapat zat yang mengandung psikotropika, tetapi saya tidak mau karena 

saya berpedoman pada kode etik apoteker dan Undang-undang 

kefarmasian, kalau saya tidak nurut apa yang ada dalam undang-undang 

maka saya sudah melenceng dari apa yang sudah diatur. Setelah itu saya 

memilih mengundurkan diri, karena saya ingin masalah tersebut cepat 

selesai saya membayar sejumlah penalty dua kali gaji biaya training 

tersebut”10. 

 

                                                           
10 Marsheila Devianti, Wawancara, Surabaya, 8 April 2017. 
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2. Deskripsi Penyelesaian Masalah berkenaan dengan perjanjian kerja antara 

pemilik apotek dan apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya 

 

Dalam praktiknya terjadi suatu penyelesaian permasalahan 

berkenaan dengan perjanjian kerja yang melibatkan pemilik apotek dan 

apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya. Tindakan apoteker untuk 

mengakhiri masalah memilih mengundurkan diri, namun masalah tersebut 

belum selesai sampai disitu menurut pemilik apotek. 

 Pengunduran dirinya dinilai pemilik apotek tidak sesuai dengan 

perjanjian karena tidak memebritahukan secara tertulis 3(tiga) bulan 

sebelumnya dan tanpa mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti. 

Seperti yang diungkapkan Asri Yulianti selaku pemilik Apotek K-24 

Kebonsari Surabaya: “Keluarnya apoteker telah menyalahi perjanjian11, 

Karena pengunduran dirinya tanpa memberitahukan 3 (tiga) bulan 

sebelumnya dan tanpa mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti.”12 

Sehingga tindakan pemilik apotek atas pengunduran diri pihak 

apoteker ini dinilai pemilik apotek sebagai melalaikan perjanjian kerja dan 

tidak mentaati perjanjian. Sehingga pemilik apotek mengenakan penalty 

sebesar dua kali gaji atas pengunduran dirinya dan tanpa mencari Apoteker 

Pengelola Apotek pengganti. 

Namun tidak sampai disitu, pemilik apotek mengenakan penalty 

kepada apoteker sebesar dua kali gaji biaya training. Akan tetapi dalam fakta 

                                                           
11 Ibid. 
12 Pasal 5 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Apotek Nomor 96. 
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yang tertulis dalam pendahuluan perjanjian kerja, bahwa jika pihak apoteker 

mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir maka wajib membayar 

biaya training Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu 

rupiah).13 

Oleh karena pemilik apotek bersikeras mengenakan sejumlah penalty 

dua kali gaji biaya training, maka apoteker tetap membayar penalty tersebut 

kepada pemilik apotek, agar permasalahan itu cepat terselesaikan. 

 

                                                           
13 Pasal 2 Pendahuluan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Apotek. 
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BAB III 

DESKRIPSI MASALAH PERJANJIAN KERJA DI APOTEK K-24 

KEBONSARI SURABAYA 

 

A. Profil Apotek K-24 

1. Sejarah Apotek K-24  

Apotek Waralaba Nasional yang menyediakan kebutuhan obat-

obatan, baik obat bebas maupun obat resep, dan alat kesehatan. Apotek K-

24 dikelola oleh PT. K-24 Indonesia membuka gerai pertamanya di Jalan 

Magelang, Yogyakarta. pada tanggal 24 Oktober 2002.  Apotek K-24 hadir 

dengan 5 (lima) jaminan pasti: Buka 24 Jam, setiap hari harga sama, hanya 

menjual obat Asli, Layanan Konsultasi Apoteker Gratis, dan tersedia 

Layanan Antar. Konsep ini dinilai sangat dibutuhkan sehingga mampu 

diterima dengan baik oleh masyarakat. Dalam waktu 15 tahun ini, Apotek 

K-24 telah hadir lebih dari 370 Gerai yang tersebar di 24 Provinsi 

Kabupaten/Kota, serta satu cabang di Timor leste.1 

Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2011, Ir. Asri Yulianti selaku 

Pemilik Apotek K-24 Kebosari Surabaya mulai bergabung dengan Apotek 

K-24 dengan membuka gerai resmi yang beroperasi di Jl. Manunggal No. 9A 

Surabaya.2 Di tengah persaingan usaha, pemilihan Apotek K-24 sendiri 

adalah dapat dikatakan peluang bisnis yang luar biasa Apotek K-24 dapat 

                                                           
1Apotek-K-24, “Apotek K-24 Sobat Sehat Kita-Kita”, dalam http://www.apotek-K24.com, diakses 

pada 7 Juni 2017. 
2 Asri Yulianti, Wawancara, Surabaya, 19 Juni 2017. 
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diterima di masyarakat luas. Di sisi lain Apotek K-24 adalah apotek asli 

Indonesia yang pertama kali diwaralabakan, mempunyai ‘corporate culture’ 

dan strategi bisnis yang cocok untuk masyarakat Indonesia. Melalui sistem 

yang berformat bisnis waralaba ini Apotek K-24 saat ini telah menjadi merek 

nasional dan diharapkan akan menjadi pemimpin pasar bisnis Apotek di 

Indonesia. 

2. Visi dan Misi Apotek K-24 

Visi dan Misi Apotek K-24 Kebonsari Surabaya3: 

a. Visi berdirinya Apotek K-24 adalah: 

1) Menjadi pemimpin pasar bisnis apotek di Negara Republik Indonesia, 

meliputi apotek jaringan waralaba yang menyediakan ragam obat yang 

komplet, buka 24 jam termasuk hari libur yang tersebar diseluruh 

Indonesia. 

2) Menjadi merek nasional kebanggaan bangsa Indonesia yang menjadi 

berkat dan bermanfaat bagi masyarakat, karyawan-karyawati, dan 

pemilik. 

b. Misi Apotek K-24 adalah : 

1) Menyediakan pilihan obat yang komplet, setiap saat, dengan harga 

sama pada hari biasa dan hari libur. 

2) Menyediakan kulaitas pelayanan yang prima yakni, Apotek K-24 

senantiasa mempelajari dan mengusahakan peningkatan kualitas 

                                                           
3 Asri Yulianti, Wawancara, Surabaya, 19 Juni 2017. 
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Pemilik Apotek 

pelayanan untuk memaksimalkan tingkat kepuasan para pelanggan dan 

penerima waralaba. 

3. Struktur Organisasi Apotek K-244 

Struktur organisasi merupakan unsur yang paling penting bagi 

perusahaan. Mekanisme kerja atau operasional kegiatan perusahaan dapat 

berjalan baik apabila struktur organisasinya jelas. Pengorganisasian 

bertujuan agar tugas dan tanggung jawab tenaga kerja dapat dilaksanakan 

dengan lancar dan tertib sehingga tercipta hubungan yang baik antara tenaga 

kerja. Dengan demikian dapat memperlancar tercapainya tujuan perusahaan. 

Berikut struktur organisasi Apotek K-24 Kebonsari Surabaya: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Struktur Organisasi Apotek K-24 Kebonsari Surabaya 

                                                           
4 Ibid. 

Apoteker Pengelola Apotek 

Apoteker Pendamping  

Pengelola 

Asisten 

Apoteker 

Bagian 

Administrasi 

Bagian 

Akaunting 

Kasir Bagian Umum 
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Adapun tugas masing-masing dalam struktur organisasi apotek K-24 

adalah sebagai berikut5: 

a. Pemilik Sarana Apotek (PSA). Tanggung Jawabnya meliputi: 

1) Mewakili perusahaan dalam beragam kegiatan non-teknis kefarmasian. 

2) Melakukan rekuritmen, bila perlu pemberi waralaba akan membantu. 

3) Menentukan kebijakan kepegawaian menurut ketentuan pemberi 

waralaba. 

4) Mengusahakan tercapainya target kinerja sesuai dengan proyeksi 

keuangan. 

5) Memantau persaingan dan melaporkan kepada pemberi waralaba. 

6) Bersama pemberi waralaba merencanakan startegi pemasaran. 

b. Apoteker Pengelola Apotek (APA), Tanggung Jawabnya meliputi: 

1) Mengelola Keuangan, Mengelola Kepegawaian, Pengendalian Stok, 

Filing. 

2) Membuat laporan secara periodic (bulanan) ke dinas kesehatan dan 

BPOM. 

3) Mewakili institusi Apotek K-24 dalam berbagai acara pelatihan, 

seminar, dan lain-lain. 

c. Apoteker Pendamping Pengelola(APP), Tanggung Jawabnya meliputi: 

1) Membantu Apoteker Pengelola Apotek merencanakan stock opname. 

2) Mengatur adanya meeting bulanan serta jadwal karyawan. 

                                                           
5 Ibid. 
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3) Menerima pendelegaian tugas dari Apoteker Pengelola Apotek (APA) 

apabila APA sedang tidak bisa melaksanakan tugasnya. 

d. Asisten Apoteker (AA), Tanggung Jawabnya meliputi: 

1) Melayani penjualan obat, baik melalui telepon atau fax. 

2) Bersama APA atau APP bertanggung jawab dalam pembelian obat 

antar apotek. 

3) Menerima barang dari supplier serta melakukan cek Expired Date (ED) 

dan Batch Number sesuai dengan faktur. 

4) Membantu melakukan entry data pembelian. 

5) Mengupdate kartu stock. 

6) Merekap resep. 

e. Bagian Administrasi, Tanggung Jawabnya meliputi6: 

1) Memeriksa laporan penjualan harian kasir. 

2) Menyiapkan keperluan uang tunai, baik untuk modal kasir, modal 

tukar, maupun untuk kas besar apotek. 

3) Melakukan setoran ke bank. 

4) Memeriksa email. 

5) Melakukan pembayaran atas pembelian. 

6) Melakukan penggantian atas pengeluaran-pengeluaran kasir. 

7) Melakukan kegiatan operasional keuangan harian apotek. 

8) Memeriksa pembayaran kas bank dari program. 

                                                           
6 Ibid. 
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9) Melakukan penagihan piutang ke pelanggan atau instansi. 

10) Menerima pelunasan atau pembayaran piutang pelanggan. 

f. Bagian Akunting, Tanggung Jawabnya meliputi: 

1) Mengambil bukti-bukti dari bagian penjualan, pembelian, dan 

keuangan. 

2) Memeriksa keabsahan bukti-bukti dari bagian penjualan, pembelian, 

dan keuangan. 

3) Mencetak laporan jurnal harian. 

4) Memeriksa jurnal dengan bukti terlampir. 

5) Membuat jurnal dan bukti-bukti pembelian, penjualan, dan keuangan.  

6) Membuat rekonsiliasi Bank. 

7) Membuat Cash Flow (Arus Kas) dan analisa umur piutang. 

8) Posting ke buku besar dan membuat laporan keuangan. 

g. Kasir, Tanggung Jawabnya meliputi: 

1) Menerima pembayaran tunai/ Card/ Kredit dari pelanggan. 

2) Menerima retur dari pelanggan. 

3) Membuat lapoan transaksi per-shift. 

h. Bagian Umum, Tanggung Jawabnya meliputi: 

1) Membersihkan sampah, lantai, jendela, dan etalase, membuang 

sampah dan merapikan kardus obat. 

2) Pemeliharaan sarana dan prasarana (kendaraan, AC, kipas angin, 

genset, emergency Lamp, ruang dokter, kamar mandi, dan lain lain. 

3) Pengiriman dan penjemputan pesanan. 
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B. Perjanjian Kerja antara Pemilik Apotek dan Apoteker K-24 Kebonsari Surabaya 

1. Deskripsi Masalah yang Muncul dalam perjanjian kerja antara pemilik 

apotek dan apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya 

 

Hak dan kewajiban dapat timbul dari adanya suatu perjanjan kerja 

yang dibuat para pihak ataupun yang telah ditentukan oleh Undang-undang. 

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan suatu 

perikatan, yang mana perikatan merupakan isi dari suatu perjanjian. Jadi 

perikatan yang telah dilaksanakan para pihak dalam suatu perjanjian, 

memberikan tuntutan pemenuhan hak dan kewajiban terhadap pelaksanaan 

isi dari perjanjian. 

Khususnya perjanjian kerja antara apoteker dan pemilik apotek untuk 

pengelolaan Apotek K-24 Kebonsari Surabaya. Dalam pendirian apotek 

harus melampirkan akta perjanjian kerjasama antara pemilik apotek dan 

apoteker yang berisi semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang 

disepakati kedua belah pihak. 

Dalam pelaksanaan perjanjian ini, para pihak telah setuju dan 

mufakat untuk membuat, menetapkan, melaksanakan dan mematuhi 

persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pendahuluan 

pengelolaan apotek dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Lingkup Perjanjian, bahwa pihak pertama (pemilik apotek) telah 

menunjuk pihak kedua (apoteker) sebagai Apoteker Pengelola Apotek 

(APA) Apotek K-24 Kebonsari yang berlokasi di Jl. Manunggal No. 9 A, 

Jambangan Surabaya. Serta dalam perjanjian kerjasama melengkapi 
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perijinan (Surat Ijin Praktek Apoteker/ SIPA) dan dokumen-dokumen lain 

yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pihak pertama (pemilik 

apotek) akan memberikan jasa profesi dan tunjangan kepada pihak kedua 

(pemilik apotek) yang akan dicantumkan dalam perjanjian kerjasama 

dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian. 

b. Jangka Waktu Perjanjian, perjanjian berlaku sejak ditandatanganinya 

Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Apotek 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak 26 maret 2014 dan dapat diperpanjang berdasarkan 

kesepakatan tertulis di antara para pihak. Dimengerti dan disepakati oleh 

para pihak, dan apabila pihak kedua (apoteker) mengundurkan diri 

sebelum jangka waktu dalam perjanjian ini, maka pihak kedua (apoteker) 

bersedia dan wajib mengganti biaya training kepada pihak pertama 

(pemilik apotek) sejumlah Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan 

puluh ribu rupiah).7 

c. Berakhirnya Perjanjian: 

1) Perjanjian ini dapat diakhiri dalam hal: 

a) Salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya dan/atau 

melakukan pelanggaran berasarkan perjanjian ini 

b) Surat ijin apotek atas nama apoteker pengelola apotek dicabut oleh 

instansi/ penjabat yang berwenang karena adanya pelanggaran 

peraturan perundang-undangan di bidang farmasi. 

                                                           
7 Pasal 1 dan 2 Perjanjian Pendahuluan Kerjasama Pengelolaan Apotek. 
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c) Apoteker berhalangan ,menjalankan tugasnya lebuh dari 2 (dua) 

tahun berturut-turut atau meninggal dunia 

2) Pihak yang bermaksud melakukan pengakhiran perjanjian wajib 

memberitahukan kepada pihak yang lain secara tertulis 3 (tiga) bulan 

sebelumnya, dimana pemilik apotek dapat melanjutkan pengelolaan 

apotek maka apoteker wajib mendapatkan apoteker pengelola apotek 

pengganti yang disepakati para pihak.8 

d. Serta dalam pelaksanaan perjanjian sepakat berpedoman pada syarat dan 

ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam: 

1) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

2) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan 

Kefarmasian 

3) Peraturan Menteri Kesehatan No. 917/Menkes/Per/X/1993 tentang 

Wajib Daftar Obat 

4) Peraturan Menteri Kesehatan No. 919/Menkes/Per/1993 tentang 

Pedagang Besar Farmasi (PBF), serta peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.9 

Perjanjian kerjasama pemilik apotek dengan apoteker apotek K-24 

Kebonsari Surabaya dilakukan dengan perjanjian tertulis yang dibuat di 

hadapan notaris. Perjanjian kerjasama dalam jangka waktu 3 tahun 

terhitung sejak tanggal 26 maret 2014 penandatanganan perjanjian 

                                                           
8 Pasal 5 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Apotek Nomor 96. 
9 Pasal 1 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Apotek Nomor 96. 
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kerjasamanya dan berakhir sesuai dengan jangka waktu yang sudah 

disepakati. 

Permasalahan timbul pada saat pemilik apotek memberi perintah 

untuk meracik obat tanpa resep dokter serta dalam komposisi obat 

terdapat zat yang mengandung psikotropika. Pihak apoteker menolak 

perintah tersebut dengan memilih mengundurkan diri dari pekerjaannya 

tanpa memberitahukan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya dan 

tanpa mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti yang akan diajukan 

kepada pihak pemilik apotek. 

Seperti yang diungkapkan oleh Marsheila Devianti, apoteker 

pengelola apotek K-24 Kebonsari Surabaya yang bekerja sejak 26 Maret 

2014 sebagai berikut: “Pada saat itu pemilik apotek memerintahkan saya 

untuk meracik obat tanpa resep dokter serta dalam komposisi obat 

terdapat zat yang mengandung psikotropika, tetapi saya tidak mau karena 

saya berpedoman pada kode etik apoteker dan Undang-undang 

kefarmasian, kalau saya tidak nurut apa yang ada dalam undang-undang 

maka saya sudah melenceng dari apa yang sudah diatur. Setelah itu saya 

memilih mengundurkan diri, karena saya ingin masalah tersebut cepat 

selesai saya membayar sejumlah penalty dua kali gaji biaya training 

tersebut”10. 

 

                                                           
10 Marsheila Devianti, Wawancara, Surabaya, 8 April 2017. 
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2. Deskripsi Penyelesaian Masalah berkenaan dengan perjanjian kerja antara 

pemilik apotek dan apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya 

 

Dalam praktiknya terjadi suatu penyelesaian permasalahan 

berkenaan dengan perjanjian kerja yang melibatkan pemilik apotek dan 

apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya. Tindakan apoteker untuk 

mengakhiri masalah memilih mengundurkan diri, namun masalah tersebut 

belum selesai sampai disitu menurut pemilik apotek. 

 Pengunduran dirinya dinilai pemilik apotek tidak sesuai dengan 

perjanjian karena tidak memebritahukan secara tertulis 3(tiga) bulan 

sebelumnya dan tanpa mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti. 

Seperti yang diungkapkan Asri Yulianti selaku pemilik Apotek K-24 

Kebonsari Surabaya: “Keluarnya apoteker telah menyalahi perjanjian11, 

Karena pengunduran dirinya tanpa memberitahukan 3 (tiga) bulan 

sebelumnya dan tanpa mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti.”12 

Sehingga tindakan pemilik apotek atas pengunduran diri pihak 

apoteker ini dinilai pemilik apotek sebagai melalaikan perjanjian kerja dan 

tidak mentaati perjanjian. Sehingga pemilik apotek mengenakan penalty 

sebesar dua kali gaji atas pengunduran dirinya dan tanpa mencari Apoteker 

Pengelola Apotek pengganti. 

Namun tidak sampai disitu, pemilik apotek mengenakan penalty 

kepada apoteker sebesar dua kali gaji biaya training. Akan tetapi dalam fakta 

                                                           
11 Ibid. 
12 Pasal 5 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Apotek Nomor 96. 
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yang tertulis dalam pendahuluan perjanjian kerja, bahwa jika pihak apoteker 

mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir maka wajib membayar 

biaya training Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu 

rupiah).13 

Oleh karena pemilik apotek bersikeras mengenakan sejumlah penalty 

dua kali gaji biaya training, maka apoteker tetap membayar penalty tersebut 

kepada pemilik apotek, agar permasalahan itu cepat terselesaikan. 

 

                                                           
13 Pasal 2 Pendahuluan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Apotek. 
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BAB IV 

PENYELESAIAN MASALAH PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMILIK 

APOTEK DAN APOTEKER DI APOTEK K-24 KEBONSARI SURABAYA 

DAlAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM 

  

A. Analisis terhadap Penyelesaian Masalah Perjanjian Kerja antara Pemilik 

Apotek dan Apoteker di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya 

 

Penyelesaian masalah berkenaan dengan perjanjian kerja antara pemilik 

apotek dan apoteker dalam praktiknya meliputi dua tindakan. Pertama, 

tindakan penyelesaian masalah oleh apoteker berupa pengundurkan diri dari 

pekerjaannya sebagai apoteker di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya tanpa 

memberitahukan kepada pemilik apotek secara tertulis 3 (tiga) bulan 

sebelumnya dan tanpa mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti untuk 

diajukan kepada pemilik apotek. 

Tindakan penyelesaian masalah oleh apoteker tersebut di atas 

bersinggungan dengan klausul Pasal 5 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan 

Apotek Nomor 96, yang mengatakan: 

Pihak yang bermaksud melakukan pengakhiran perjanjian wajib 

memberitahukan kepada pihak yang lain secara tertulis 3 (tiga) bulan 

sebelumnya, dimana pemilik apotek dapat melanjutkan pengelolaan 

apotek maka apoteker wajib mendapatkan apoteker pengelola apotek 

pengganti yang disepakati para pihak.1 

 

Jika dikaitkan dengan klausul perjanjian kerjasama di atas, maka 

tindakan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh apoteker tersebut 

melanggar perjanjian. Seharusnya dalam mengambil jalan pengunduran diri 

                                                           
1 Pasal 5 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Apotek Nomor 96. 
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apoteker memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemilik apotek 

3 (tiga) bulan sebelumnya dan mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti 

untuk diajukan kepada pemilik apotek. 

Kedua, tindakan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pemilik 

apotek berupa pembebanan pembayaran dua kali gaji kepada apoteker karena 

apoteker mengundurkan diri dari pekerjaannya tanpa memberitahukan kepada 

pemilik apotek secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya dan tanpa mencari 

Apoteker Pengelola Apotek pengganti. 

Tindakan pemilik apotek tersebut bersinggungan dengan klausul Pasal 

2 Pendahuluan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Apotek dalam Jangka Waktu 

Perjanjian, yang mengatakan: 

Perjanjian berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama 

tentang Pengelolaan Apotek 3 (tiga) tahun terhitung sejak 26 Maret 

2014 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis di 

antara para pihak dan apabila pihak kedua (apoteker) mengundurkan 

diri sebelum jangka waktu dalam perjanjian ini, maka pihak kedua 

(apoteker) bersedia dan wajib mengganti biaya training kepada pihak 

pertama (pemilik apotek) sejumlah Rp. 2.480.000,- (dua juta empat 

ratus delapan puluh ribu rupiah).2 

 

Tindakan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pemilik apotek 

tersebut melanggar ketentuan Pendahuluan Perjanjian Kerjasama yang telah 

disepakati kedua belah pihak. Seharusnya pemilik apotek mengenakan 

penalty kepada apoteker sesuai dengan awal kesepakatan kedua belah pihak 

yang tertuang dalam klausul perjanjian yakni berupa penggantian biaya 

training sejumlah Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu 

                                                           
2 Pasal 2 Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Apotek Nomor 96. 
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rupiah). Oleh karena pemilik apotek bersikeras mengenakan sejumlah 

penalty dua kali gaji biaya training, maka apoteker tetap membayar penalty 

tersebut kepada pemilik apotek, agar permasalahan itu cepat terselesaikan. 

 

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Masalah Perjanjian Kerja antara 

Pemilik Apotek dan Apoteker di Apotek K-24 Kebonsari Surabaya 

 

Pada sub bab sebelumnya telah disajikan uraian berkenaan dengan 

penyelesaian masalah perjanjian kerja oleh apoteker dan pemilik Apotek K-24 

Kebonsari Surabaya. 

Tindakan penyelesaian masalah oleh apoteker dengan mengundurkan 

diri tanpa memberitahukan kepada pemilik apotek secara tertulis 3 (tiga) bulan 

sebelumnya dan tanpa mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti 

bertentangan dengan Pasal 5 Perjanjian Kerjasama Pengelolan Apotek Nomor 

96, yang mengatakan: 

“Pihak yang bermaksud melakukan pengakhiran perjanjian wajib 

memberitahukan kepada pihak yang lain secara tertulis 3 (tiga) bulan 

sebelumnya, dimana pemilik apotek dapat melanjutkan pengelolaan 

apotek maka apoteker wajib mendapatkan apoteker pengelola apotek 

pengganti yang disepakati para pihak.”3 

 

Demikian juga tindakan penyelesaian masalah oleh pemilik apotek atas 

pengundurkan diri apoteker tanpa memberitahukan secara tertulis 3 (tiga) bulan 

sebelumnya dan tanpa mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti adalah 

mengenakan sejumlah penalty dua kali gaji biaya training bertentangan dengan  

Pasal 2 Pendahuluan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Apotek, yang berbunyi: 

                                                           
3 Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Apotek Nomor 96. 
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“Dimengerti dan disepakati oleh para pihak, apabila pihak kedua 

mengundurkan diri sebelum jangka waktu tersebut dalam Pasal 2 

perjanjian ini, maka pihak kedua bersedia dan wajib mengganti biaya 

training kepada pihak pertama sejumlah Rp. 2.480.000,- (dua juta empat 

ratus delapan puluh ribu rupiah).”4 

 

Menurut hukum Islam setiap perjanjian yang dilakukan dan yang telah 

disepakati kedua belah pihak itu wajib dipenuhi sesuai dalam hadits Nabi SWT 

riwayat, Imam Al-Tirmidzi dari ’Amr bin ‘Auf Al-Muzani: 

سْلِمِيَْْ إِلا  جَائزِ  الَصُّلْحُ 
ُ
سْلِمُوْنَ عَلَى, أَحَلا حَراَمًا أَوْ  حَرامَ حَلَالً  صُلْحًا بَ يَْْ اْلم

ُ
 شُرُوْ  وَاْلم

 أَحَلا حَراَمًا أَوْ  حَرامَ حَلَالً  شَرْطاً إِلا  هِمْ طِ 
 

“Perdamaian itu boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali 

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”5 

 

Dapat dipahami hadits di atas, bahwa kesepakatan atau perjanjian yang 

wajib dipenuhi itu adalah kesepakatan yang tidak melanggar, tidak 

menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. 

Melihat yang disepakati oleh yang dinyatakan dalam perjanjian bahwa 

untuk pengunduran diri apoteker harus memberitahukan secara tertulis 3 (tiga) 

bulan sebelumnya dan mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti ini bukan 

merupakan perbuatan yang haram. Karena itu apoteker wajib untuk mematuhi 

klausul tersebut. Demikian juga perjanjian tentang mengganti biaya training 

sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) jika 

apoteker mengundurkan diri adalah juga bukan perbuatan yang haram atau 

                                                           
4 Pasal 2 Perjanjian Pendahuluan Kerjasama Pengelolaan Apotek. 
5 At-Tirmidzi, Sunan at–Tirmidzi, terj. \Muhammad Nasruddin al-Albani (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2006), 110. 
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tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena pemilik apotek wajib mentaati 

klausul perjanjian tersebut. 

Terkait dengan kepatuhan masing-masing pihak dalam memenuhi 

perjanjian yang disepakati, Al-Qur’an Al-Ma>idah Ayat 1 sebagai berikut: 

وۡفوُاْ بٱِلۡعُقُودِ 
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ   ١يََٰٓ

 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”6 

 

Atas dasar itu maka menurut hukum Islam apa yang dilakukan oleh 

apoteker dengan mengundurkan diri tanpa memberitahukan 3 (tiga) bulan 

sebelumnya dan tanpa mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti 

merupakan tindakan pelanggaran. Demikian juga tindakan pemilik apotek 

dalam menyelesaikan masalah dengan mengenakan sejumlah penalty dua 

kali gaji biaya training juga merupakan pelanggaran. Oleh karena pemilik 

apotek bersikeras mengenakan sejumlah penalty dua kali gaji biaya training, 

maka apoteker tetap membayar penalty tersebut kepada pemilik apotek, agar 

permasalahan itu cepat terselesaikan. 

 

 

                                                           
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta, CV. Naladana, 2004), 141. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan bahwa: 

1. Penyelesaian masalah berkenaan dengan perjanjian kerja antara pemilik 

aptek dan apoteker di apotek K-24 Kebonsari Surabaya dilakukan dengan 2 

(dua) cara yakni: pertama, apoteker mengundurkan diri tanpa 

memberitahukan kepada pemilik apotek 3 (tiga) bulan sebelumnya dan tanpa 

mencari Apoteker Pengelola Apotek pengganti untuk diajukan kepada 

pemilik apotek; kedua, pemilik apotek mengenakan sejumlah penalty dua 

kali gaji biaya training atas pengunduran diri apoteker tersebut. 

2. Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh apoteker dan pemilik apotek di 

atas tidak sesuai dengan Al-Qur’an, yaitu surat Al-Ma>idah ayat 1 karena 

keduanya sama-sama melanggar perjanjian, yang mana apoteker telah 

melanggar pasal 5 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Apotek Nomor 96, 

sedangkan pemilik apotek melanggar pasal 2 Pendahuluan Perjanjian 

Kerjasama Pengelolaan Apotek.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, penulis 

menyarankan kepada pemilik apotek dan apoteker untuk mematuhi isi 

perjanjian yang telah disepakati, dalam pengenaan penalty kepada apoteker 

haruslah sesuai dengan awal kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang 

dalam klausul perjanjian yakni berupa penggantian biaya training sejumlah Rp. 

2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Demikian dalam 

hal pengunduran diri apoteker wajib memberitahukan kepada pemilik apotek 

secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya dan mencari Apoteker Pengelola 

Apotek pengganti. 
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